


Pasangan Galon Bupati dan Galon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau 

Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (Bukti PT - 1) dan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut 

Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu 

Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti PT-2); 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 dengan ini memberikan kuasa 

kepada: 

1. RIFYAN RIDWAN SALEH, S.H., M.H. NIA: 21.02215 

2. ALEX CANDRA, S.H., M.H. NIA: 08.10249 

3. RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H. NIA : 15.02394 

4. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. NIA: 00.12999 

5. TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H. M.H. NIA: 17.03407 

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RRS LAW FIRM, 

beralamat di Jl. Salemba Tengah, No. 29, RT.10/RW.3, Paseban, Senen, Jakarta Pu sat, 

Jakarta. Telp. 081210826064, email : tawallanidjafaruddin03@gmail.com Baik sendiri­

sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya 

disebut sebagai Pihak Terkait. 

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya atas Permohonan 

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 

sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor : 267/PHP.BUP/XXlll/2025 yang 

diajukan oleh Pasangan Caton Nomor Urut 2 atas nama CITRA PUSPASARI MUS, 

S.Sos dan LA UTU AHMADI, S.Pd.;

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya sebagaimana diurai-jelaskan 

dibawah ini 
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DALAM EKSEPSI 

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Menurut PihakTerkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, 

dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pulau Talia bu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan: 

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah

Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah

Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, menentukan sebagai berikut: "Objek

dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih'� Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain

memuat:

Uraian yang jelas mengenai:
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Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan 

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh 

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut 

Pemohon. 

Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan 

menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut 

Pemohon." 

3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor

1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVl/2018 dan putusan-putusan

setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas 

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang 

diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 1012016 yaitu 

kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak 

mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga 

melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) 

UU 1012016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang 

dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah 

tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang 

dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak"memaksa" 

Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan 

yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 

1012016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu 

maka hat itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum 

dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan 

dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan 

sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun 
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budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal 

dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic 

state); 

4) Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sama sekali tidak

memuat penjelasan dan atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan

suara yang benar menu rut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat

{3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;

5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta

Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7

Desember 2024, akan tetapi Pem_phon tidak mencantumkan perolehan suara

yang benar menu rut PemC>hon, bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil

rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan

tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang

benar menurut Pemohon.

6) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ada yang memuat

dalil-dalil dan alasan-alasan yang benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8

ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan

Pemohon adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

7) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan

demikian Permohonan Pemohon a quo, materi Permohonan Pemohon sama

sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang

telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kompetensi

absolute Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan menurut hukum

bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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4.14 TPS 01 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut; 

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pemilih yang terdaftar dalam 

DPT namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele 

Kecamatan Taliabu Barat Laut atas nama Sunaedi yang menggunakan hak 

pilihnya karena terdaftar dalam DPT TPS 01 Nggele. 

Bahwa dalil Pemohon adalah sangat tidak beralasan menurut hukum dan 

sangat tidak re Levan, oleh karena seorang pemilih yang telah terdaftar dalam 

DPT pada TPS yang sesuai tentunya mempunyai hak pilih yang sah. Selain 

itu untuk menetapkan DPT oleh Termohon telah melalui proses dan 

penyaringan melalui verifikasi akhir yaitu pencocokan dan penelitian data 

pemilih. Terlebih lagi pemilih atas nama Sunaedi memiliki E-KTP dan 

terdaftar sebagai penduduk pada Kabupaten Pulau Talia bu; 

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang sangat keliru dan 

patut secara hukum untuk tidak dipertimbangkan. Oleh karena saat 

berlangsungnya pemungutan suara, Pemohon tentunya telah memberi 

mandat dan atau mengutus saksi untuk berada di TPS mengikuti dan 

mengawasi jalan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, 

disamping itu terdapat panitia pengawas yang mengawasi proses 

pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Namun sejak awal 

dilakukannya proses pemungutan suara hingga berakhirnya penghitungan 

surat suara di Tingkat TPS 02 Desa Langganu, sama sekali tidak terdapat 

keberatan dari saksi dan temuan kejadian khusus dari Panitia Pengawas 

(Bukti PT-18). 

Bahwa dalil Pemohon untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang 

atas TPS 01 Desa Nggele adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, 

terlebih lagi hal demikian tidak mempengaruhi signifikansi dari selisih hasil 

perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait. 

Oleh karena dalil Pemohon patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau 

setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 
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Berikut Tabel Perolehan Hasil Suara TPS 01 Desa Nggele: 

NO 
NAMA PASANGAN CALON 

TPS 01 DESA 

URUT NGGELE 

01 SASHABILA WIDYA L MUS & LA ODE YASIR 88 

02 CITRA PUSPASARI MUS & LA UTU AHMADI, S.Pd 109 

SELISIH SUARA -21

5. Bahwa berkenaan dengan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat dilakukan

Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu,

adalah atas hal yang berlangsung pada saat pemungutan suara dan penghitungan

surat suara Tingkat TPS {Bukti PT - 19), dan pada faktanya tidak ada kejadian

khusus dan atau keberatan yang terjadi pada saat disetiap TPS di kabupaten Pulau

Talia bu pada saat pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

6. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran pada saat pendaftaran sebagai

Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sashabila Widya L Mus

berkenaan dengan tidak menggunakan ljazah SMA untuk mendaftar sebagai syarat

administrasi Galon Bupati di KPU, Dimana terdapat ijazah Sashabila Widya L Mus

yang tidak adanya penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 6 diatas, adalah dalil yang keliru

dan tidak beralasan hukum, oleh karena pada saat Pihak Terkait melakukan

pendaftaran dan menyerahkan syarat administrasi di KPU Ka bu paten Pulau Talia bu,

Pihak Terkait sebagai Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

Taliabu, telah menyampaikan Surat Keterangan yang yang diterbitkan oleh

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sebagaimana Surat Nomor

106/S.Ket/ATDIKBUD/IX/2024 tanggal 11 September 2024, (Bukti PT -20) dan telah

ditindaklanjuti juga oleh Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah sebagaimana Surat Keterangan Nomor

6795/G1 /KS.05.00/2024 tanggal 13 September 2024 yang pad a pokoknya

menerangkan : Nama_Sashabila Widya_LMus t�Lah menyelesaikan_Pendidlkan

"year 12" di Australian International School Singapore, Geneva, Singapore

tahun 2016, dan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah
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Atas (SMA) di Indonesia (Bukti PT-21). Dengan demikian dalil Pemohon dimaksud 

adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan sangat patut secara hukum harus 

ditolak dan dikesampingkan. Selain itu pada saat melakukan pendaftaran sebagai 

Pasangan Galon, Pihak Terkait telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima 

KWK, tanda terima pendaftaran Pasangan Galon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 (Bukti PT -

22) dan telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima-Perbaikan KWK, Tanda

Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Galon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 (Bukti PT -

23) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan

Pengumuman Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian 

Perbaikan Persyaratan Administrasi Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 (Bukti PT - 24); 

8. Bahwa sebagai bentuk argumen pembanding terhadap dalil Pemohon

sebagaimana uraian angka 6 di atas, penting untuk dikemukakan bahwa justru

ijazah S1 Pemohon, dalam hal ini calon bupati Gitra Puspasari Mus yang

bermasalah secara hukum, mengingat berdasarkan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan, ljazah S1 Pemohon di STIAT Ambon, dalam hal ini Gitra

Puspasari Mus tidak dapat diverifikasi keasliannya oleh KPU Pulau Taliabu.

Sehingga, KPU Pulau Taliabu "hanya" menggunakan dan memverifikasi keaslian

ijazah SMA yang bersangkutan sebagai salah satu pemenuhan syarat sebagai

calon bupati Pulau Talia bu (Bukti PT - 25);

9. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum yang

dilakukan oleh Saudara Suryati Kene, SE. dengan cara berfoto Bersama pasangan

calon Nomor Urut 1 Sasha bi la Widya L Mus dan La Ode Yasir di Pelabuhan Bobong,

yang telah dilaporkan sebagaimana bukti tanda lapor

001 /PL/PB/Kab/32.1 0/IX/2024 pad a tanggal 9 September 2024;

10. Bahwa atas dalil Pemohon sebagaimana uraian angka 9 diatas, merupakan dalil

yang sangat keliru dan sangat berlebihan, oleh karena SashabilaWidy_a L Mus dan

La Ode Yasir pada saat tanggal 9 September 2024 dan atau sebelumnya, belum
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merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, baru menetapkan Pasangan 

Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu 

Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Caton Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 

September 2024. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan 

dan berdasar, Sehingga patut secara hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk 

mengkesampingkannya. Dan berkenaan dengan adanya rekomendasi Bawaslu 

yang menyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Laporan dugaan 

pelanggaran dan meneruskan kepada instansi berwenang, adalah sangat 

berlebihan dan sarat akan kepentingan dan tendensi; 

11. Bahwa dalil pemohon perihal ada dugaan money politic dengan menjanjikan uang

sebesar Rp. 1.000.000,- kepada pemilih yang akan diberikan setelah pencoblosan,

yang terjadi di 8 kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu, atas dalil Pemohon ini adalah

sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti dan merupakan dalil yang mengada-ada,

dan kemudian sangat tidak relevan untuk Pihak Terkait menjawab dan

mananggapinya. Atau mungkin sebaliknya, diduga Pemohonlah yang telah

melakukan money politic sebagaimana disebut sendiri oleh Pemohon dalam

dalilnya yaitu ada dugaan money politic dengan cara Tim Pasangan Caton

Nomor Urut 2;

Bahwa atas dalil Pemohon yang demikian adalah sangat keliru dan sangat tidak 

berdasar menurut hukum. Sehingga patut secara hukum Mahkamah Kontitusi 

untuk mengkesampingkan dalil Pemohon tersebut; 

12. Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Permohonan Pemohon adalah

dalil yang tidak sesuai dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak benar dan

tidak sesuai fakta, selain itu peristiwa yang didalilkan tersebut dilaporkan setelah

melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah peristiwa diketahui, dan juga

registrasi laporan yang dibuat oleh Bawaslu Kabuapten Pulau Taliabu telah

melewati masa 10 hari sejak pemungutan suara. Sela in daripada itu juga atas

laporan yang dilakukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu,

apakah dilakukan oleh orang yang berhak dan sah untuk melaporkan atas peristiwa
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yang didalilkan oleh Pemohon, dan dapat diduga kuat laporan tersebut dilakukan 

oleh orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untuk 

melaporkan; 

13. Bahwa bila dicermati, keseluruhan rangkaian proses pelaporan di Bawaslu

Taliabu, oleh pihak yang tidak berhak, pada rentang waktu yang hampir

bersamaan tanggal 3-6 Desember 2024 lalu, mengindikasikan adanya upaya

terstruktur dan sistematis dari Pemohon untuk menunggangi Bawaslu Pulau

Taliabu guna kepentingan elektoralnya dalam sengketa hasil pilkada di

Mahkamah Konstitusi. Bahkan, berdasarkan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan, Bawaslu Pulau Taliabu kendatipun dugaan

pelanggaran dimaksud telah kadaluarsa (melampaui 10 hari sejak pemungutan

suara), tetap memaksakan untuk melakukan penerusan ke KPU Taliabu pada

saat pasca tahapan masa perbaikan berkas permohonan Pemohon selesai (20

Desember 2024), kurang lebih 20 (dua puluh) hari lamanya setelah pemungutan

suara (27 November 2024). Hal ini terindikasi sebagai bentuk upaya desepsi

yang sistematis dan terukur antara Pemohan dan Pemberi Keterangan

(Bawaslu Pulau Taliabu) untuk mengaburkan fakta kemenangan Pihak Terkait

dalam kontestasi elektoral Bupati dan Wakil Bubati Kabupaten Pulau Taliabu

2024, dan patut dimaknai sebagai bentuk upaya perintangan kebenaran

(abstraction of truth}, serta mencederai prinsip kejujuran (electoral integrity}

dan keadilan pemilihan (electoral justice), atau setidak-tidaknya, tindakan

Bawaslu Pulau Taliabu dimaksud, tidak murni dilakukan sebagai bagian dari

upaya penegakan hukum pemilihan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan

untuk mendukung kepentingan elektoral Pemohon semata (Bukti PT - 26);

14. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sangat diragukan

kebenarannya dan juga dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan

sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi. Sehingga tidak dapat diartikan lain Permohonan Pemohon tidak

beralasan menurut hukum;
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15. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya

menilai, memaknai dan dapat mempertimbangkan realitas bahwa kemenangan

Pihak Terkait dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu

2024 merupakan kemenangan rakyat Taliabu yang "dahaga" akan adanya angin

perubahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, dan senyatanya

murni merupakan cerminan "kehendak rakyat" daerah Pulau Taliabu. lni

berarti, PihakTerkait lebih dipercaya dan dipandang lebih layak untuk memimpin

daerah Pulau Taliabu ke arah yang lebih baik.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, patut dan

berdasarkan hukum Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa perkara aqua, untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidak­

tidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

PETITUM: 

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan 

sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau

Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:
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